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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Narasi mengenai wanita tidak hanya mengenai perannya sebagai 

seorang ibu saja, namun lebih dari pada itu wanita sangat kompleks walau identik 

dengan kelas kedua, lebih lemah dari laki-laki, sentimental dan asumsi-asumsi 

lainnya tidak membenarkan kenyataan bahwa atas nama manusia, wanita juga 

bisa seperti laki-laki. Bukan dalam pengertian wanita menjadi laki-laki tetapi 

dalam artian kebolehan wanita untuk bertindak, berfikir, berkarya, bekerja, 

menggubah, mencipta dan lain sebagainya dengan kesempatan dan peluang yang 

sama seperti yang diperoleh orang kaum laki-laki. Oleh karena perkembangan 

zaman, wanita menuju ruang publik menjadi suatu fenomena yang akan 

berdampak pada perubahan sosial yang ada di masyarakat atau sebaliknya.  

Wanita yang selama ini identik dengan kepekaan emosional dan suka 

bawa perasaan terbukti juga sanggup untuk mengambil peran contohnya sebagai 

pemimpin, bahkan pemimpin suatu daerah, kota maupun provinsi seperti Tri 

Rismaharini yang saat ini bertugas sebagai walikota Surabaya, lalu ada juga Hj. 

Khofifah Indar Parawansa yang saat ini bertugas pula menjadi gubernur provinsi 

Jawa Timur, kedua tokoh tersebut membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki saja 

yang bisa menjadi seorang pemimpin namun wanita juga bisa (Tribunnews, 03 

juli 2018). Jika ditelisik dari sejarah, Indonesia juga punya kejadian penting 

mengenai cikal bakal eksistensi wanita pada masyarakat, kita mengenal jelas 

dengan kisah-kisah Kartini, Dewi Sartika dan Cut Nyak Dien yang menunjukkan 

bahwa wanita juga memiliki kemampuan untuk turut andil dalam masyarakat, 

wanita juga bisa menjadi apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan 

bakatnya.  

Dominasi gender yang diperkuat oleh budaya yang berpaham patriarki 

menjadi salah satu penyebab terjadinya segregasi dalam bidang pekerjaan apapun 

di Indonesia, yang berakibat pada pembatasan potensi wanita. Bahwa ada relasi 

kuat antara sikap masyarakat yang membatasi potensi wanita dengan kesetaraan 

gender pada suatu wilayah tertentu. Diantara beberapa faktor yang menjadi sebab 



segregasi tersebut adalah melekatnya konsep kodrat perempuan sebagai sosok 

yang berperan memelihara, mengasuh dan melakukan pekerjaan domestik (rumah 

tangga). Tidak mengherankan bila sektor pekerjaan yang didominasi oleh wanita 

memiliki sifat-sifat yang dilekatkan kepada wanita itu sendiri. Kondisi pekerja 

wanita di Indonesia terlampir dalam Global Gender Gap Report yang dilansir 

oleh World Economic Forum, tentang kesenjangan berbasis gender dalam akses 

terhadap sumber daya dan peluang. Dasar indikatornya adalah hak-hak dasar 

seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik 

menjadi hal yang belum merata antara perempuan dan laki-laki (Andjani Sari, 

2016). 

Mengenai dominasi patiarki yang menempatkan wanita pada pilihan 

kedua, ataupun berperan dirumah saja hal ini didukung oleh budaya yang ada di 

Indonesia. Untuk diketahui kebanyakan suku budaya yang ada pada masyarakat 

ditiap daerah terbilang di Indonesia di dominasi oleh paham patriarkhi. Tercatat 

hanya 5 suku budaya di Indonesia yang berpaham matrilineal yakni Minangkabau 

di Sumatera Barat, Enggano di Bengkulu, Petalangan di Riau, Aneuk Jame di 

Aceh dan suku Sakai di Jambi (Parsudi, 1995). Paham patriarkhi menempatkan 

wanita pada posisi dan pilihan kedua, pekerjaan pada masyarakat di kuasai oleh 

kaum laki-laki lalu kaum wanitanya hanya di rumah saja untuk mengurus anak 

dan kehidupan rumah tangga, karena patriarkhi menganggap bahwa untuk 

keperluan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga serta melanjutkan 

silsilah keturunan cukuplah dikerjakan oleh laki-laki dan untuk urusan rumah 

tangga oleh wanita. Hal ini menjadikan pendidikan dan pengetahuan serta peluang 

untuk berkarya masih menjadi hak nya kaum lelaki, dan orang tua tidak terlalu 

memprioritaskan anak wanitanya. Asusmsi yang terkonstruksi dari lama ini juga 

menyebabkan minimnya motivasi wanita untuk bekerja. Dengan demikian jumlah 

wanita bekerja masih kalah jauh oleh lelaki.  

Selanjutnya pada masyarakat Sumatera Selatan yang di dominasi oleh 

suku Palembang, suku ogan, suku komering dan suku lainya yang ada di Sumatera 

Selatan secara umum nilai dan norma yang ada cenderung dibangun dengan 

budaya patriarki, garis keturunan pada keluarga ada dipihak ayah. Dominasi 

patriarki diantaranya terlihat pada pola pembagian kerja dan dominasi penentu 



keputusan dalam rumah tangga, yang memposisikan laki-laki sebagai pemenuh 

nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah diluar rumah dan wanita sebagai 

pengurus rumah tangga, bekerja pada sektor domestik mulai dari bersih-bersih 

rumah hingga mengurus dan mendidik anak. Sedangkan dalam hal penentuan 

keputusan dalam rumah tangga diberikan kuasa kepada suami, istri hanya 

pelaksanan dari putusan tersebut dan keputusan ini mau tidak mau harus diterima 

serta dipatuhi (Ernaningsih, 2013). Salah satu bentuk pengaruh patriarki pada 

masyarakat Sumatera Selatan adalah istilah dan panggilan wong rumah yang 

ditujukan untuk wanita Palembang, sebagian dari istilah ini bermakna sebagai 

bentuk penghormatan dari pasangan, simbol sosial atau identitas yang dapat 

menciptakan keharmonisan sosial bagi seseorang di daerah Sumatera Selatan. 

Namun ada pendapat lain yang menyatakan wong rumah merupakan marginalisasi 

dan symbol kedudukan wanita di kelas kedua, dimana bagi kalangan istri atau 

wanita yang bekerja berkarier di luar rumah wong rumah adalah suatu julukan 

bagi orang yang tugasnya hanya dirumah dan segala urusan apa yang ada dirumah 

bisa ditanyakan dan diserahkan kepada wong rumah. Bisa disimpulkan wong 

rumah merupakan symbol kedudukan atau strata seseorang di lingkungan 

masyarakat (Mardinana, 2017). 

Penggunaan tuturan wong rumah menjadi salah satu delik untuk 

mengkaitkan nya dengan feminisme, sebagaimana wong rumah sudah menjadi 

tuturan kebiasaan adat yang berupakan istilah dan Bahasa sehari-hari yang telah 

membumi di Sumatera Selatan dalam menganalogi kabar istri kepada teman. 

Biasanya istilah wong rumah diucapkan ketika bertanya kabar kepada teman yang 

sudah berkeluarga sebagai salah satu opsi untuk memulai percakapan. Namun 

wong rumah sering kali diidentikkan dengan subordinasi gender masyarakat 

Palembang dan paling parah adalah pelecehan terhadap perempuan. Ketua PKK 

OKI Maphilinda Syarial Oesman dalam pembukaan seminar peranan ibu dalam 

menunjang kebijakan kabupaten di Sumatera Selatan (Junaidi, 2016). 

 

  



Kesantunan dan olah tutur kata Bahasa baik lansung maupun tidak 

lansung kata wong rumah membentuk efek humor, namun juga 

membentuk efek pelecehan terhadap perempuan, bagi saya “kata wong 

rumah perlu dirubah dan tidak perlu dimasyarakatkan, sebaiknya suami 

tetap menyatakan istri atau bini saya, tidak layak dengan kata wong 

rumahku, yang mendiskreditkan istri memang urusannya di rumah dan 

tidak perlu untuk merealisasikan diri nya di luar rumah dan ini menurut 

saya adalah pelecehan. Banyak istri yang tidak mau di panggil wong 

rumah oleh suaminya (Maphilinda, 2012).  

 

Namun seiring dengan perkembangan, penerapan budaya patriarki dalam 

keluarga pada masyarakat Sumatera Selatan mulai mengalami perubahan, wanita 

mulai bekerja dan bekarier diluar sektor domestik, meskipun sebagian ada yang 

menjalani peran ganda selain pencari nafkah juga tetap mengurus rumah tangga. 

Demikian hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, taraf ekonomi, pertukaran 

informasi dan mulai ramahnya lowongan pekerjaan terhadap kaum wanita.  Hasil 

Susenas (Survei Ekonomi Nasional) Sumatera Selatan 2017 menunjukkan bahwa 

tingkat partisipasi wanita dalam pekerjaan mengalami peningkatan dari 51,67% 

pada tahun 2011, mencapai 53,63% pada tahun 2017, Dengan pembagian 57,05% 

untuk wanita di perdesaan dan 48,10% pada perkotaan (sumber: BPS Sumsel, 

2017). Peluang bagi wanita untuk bekerja menjadi luas dan beragam tidak hanya 

pekerjaan yang sifatnya feminim seperti juru masak, marketing bisnis, guru, dan 

lainnya namun juga bisa bekerja pada bidang yang sifatnya maskulin seperti polisi 

wanita, teknisi, mekanik, satuan polisi pamong praja, bahkan security keamanan 

yang menjadi fenomena dalam masyarakat. 

 Fenomena merupakan gejala sosial atau peristiwa sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat, pengertian mengenai fenomena sosial adalah fakta 

sosial dalam masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk 

perubahan sosial yang diakibatkan oleh masyarakat. Fenomena ini memiliki 

dampat positif dan negatif yang akan mempengaruhi perubahan dalam 

masyarakat. Femomena satuan polisi pamong praja wanita adalah salah satu dari 

peristiwa sosial dikarenakan wanita yang stigmatisasinya lemah lembut, 

emosional, tidak rasional dari pada laki-laki, dan lemah fisik ditempatkan pada 

pekerjaan yang menuntut untuk professional, Tangguh fisik, cakap bertindak dan 

umumnya dipandang sering menggunakan kekerasan. Beberapa gejala yang 



terjadi adalah adanya dorongan untuk keluar dari peran sektor domestik rumah 

tangga yang sedari awal merumapan konstruksi dari masyarakat lalu wanita 

bekerja membantu ekonomi suami, adanya marginalisasi wanita terutama dalam 

bidang pendidikan, kategorisasi bidang pekerjaan dan beban ganda untuk bekerja 

serta mengurus rumah tangga tanpa dukungan nyata dari suami (Suhapti, 2012). 

Berbicara mengenai pekerjaan wanita yang kini mulai masuk hampir ke 

pelbagai jenis pekerjaan, salah satunya satuan polisi pamong praja. Menjadi satu 

dari ragam pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita, walaupun pekerjaan 

tersebut identik dengan laki-laki dan maskulinitas akan tetapi pemerintah daerah 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja pasal 16 tertulis bahwa wanita juga masuk dalam 

klasifikasi penerimaan anggota satuan polisi pamong praja. Memang terdapat hal 

yang berbeda apabila kita berbicara mengenai wanita yang mengambil kerja tapi 

bukan kerja yang bersifat feminim, terdapat beberapa asumsi mengenai 

profesionalisme wanita tersebut, apakah maksimal perannya dalam pekerjaan 

tersebut, bagaimana kendala dan kemudahan yang dihadapi selama bekerja 

sebagai satuan polisi pamong praja, bagaimana pandangan masyarakat terhadap 

dirinya dan pekerjaan yang dipilih. Turut meramaikan kazhanah asumsi pada 

masyarakat mengenai satuan polisi pamong praja wanita yang menjadi fenomena 

ini. 

 Kaitannya dengan keamanan membuat satuan polisi pamong praja tidak 

luput dari perhatian masyarakat. Tetapi gambaran mengenai satuan polisi pamong 

praja belum sesuai dengan citra dan visi yang ingin diwujudkan, banyak gambaran 

miring tentang satuan polisi pamong praja tidak lain karena seringnya sebagian 

oknum satuan polisi pamong praja bertindak represif kepada masyarakat dan 

terkesan arogan saat menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban daerah. Penertiban pekerja seks komersial, pembongkaran bangunan 

liar dan penertiban pedagang kaki lima selalu berujung pada bentrokan fisik. 

Tidak berlebihan jika masyarakat memandang anggota satuan polisi pamong praja 

sebagai instansi dengan anggota yang kasar, arogan dan penindas masyarakat 

kecil. Kesan tersebut dapat mempengaruhi kinerja satuan polisi pamong praja 



karena dapat menimbulkan konflik dan menjadi penghambat kinerja satuan polisi 

pamong praja.  

 Guna mengurangi kesan negatif masyarakat kepada satuan polisi pamong 

praja dan untuk menjadikan instansi ini lebih humanis dalam melakukan 

kinerjanya, beberapa daerah kini mulai merekrut petugas wanita sebagai anggota 

satuan polisi pamong praja. Perekrutan anggota satuan polisi pamong praja wanita 

mulai dilakukan sejak bulan Mei 2011 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

sudah disepakati serta rujukan dari undang-undang Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

pasal 16 tertulis bahwa wanita juga masuk dalam klasifikasi penerimaan anggota 

satuan polisi pamong praja disingkat Satpol PP (Sundari, 2013). 

 Bagaimanapun posisi serta profesinya stigmatisasi wanita yang lemah lagi 

lembut, halus dan senantiasa menggunakan perasaan atau bawa perasaan kadang-

kadang menjadi alasan penghalang yang menggaduh profesionalisme wanita pada 

tupoksinya dalam berkerja, walaupun pada beberapa situasi dan kondisi tidak 

dapat dihindari bawah rasa tersebut justru dapat berguna. Dalam pelbagai 

penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, pendekatan cara kekerasan atau 

yang berhubungan dengan kontak fisik tidaklah menjadi pilihan yang tepat guna, 

perlunya penanganan oleh kaum wanita karena tak semua hal harus diselesaikan 

dengan kekerasan, bukankah permasalahan yang diselesaikan dengan baik dan 

santun adalah salah satu wujud ketentraman dalam bermasyarakat. Namun tugas 

seorang Satpol PP wanita mendapat kendala karena mereka terpaksa dihadapkan 

dengan dua hal yang sama pentingnya, harus bisa memilih mana yang menjadi 

prioritas utama, yakni profesionalitas sebagai Satpol PP dan kewajiban sebagai 

seorang wanita di dalam lingkungan keluarga (Winny, 2016) karena di Indonesia 

budaya patriarki masih mengakar kuat, jadi walaupun wanita bekerja akan tetapi 

sebagain masyarakat masih menuntut peran penuh nya dalam rumah tangga.  

 Selanjutnya di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Satuan Polisi Pamong Praja 

berpusat di perkantoran Tanjung Senai Kabupaten Ogan Ilir yang berafiliasi 

dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Sehingga tupoksi dari Dinas 

Pemadam Kebakaran juga merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Ogan Ilir sesuai dengan SK Bupati Ogan Ilir Perda No.12 tahun 



2016, Jumlah anggota Satpol PP Ogan Ilir adalah anggota dengan 397 laki-laki 

atau 88,8% dari jumlah anggota dan 56 wanita atau 12,5% dari jumlah anggota 

dengan 447 anggota yang status nya sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 0,8% 

dari jumlah anggota dan sisanya sebanyak 52 anggota atau 11,5% dari jumlah 

anggota Satpol PP wanita yang sebagai berstatus tenaga kontrak (sumber: Data 

Primer, 2018). 

 Bergerak karena adanya satuan polisi pamong praja wanita, 

namun pihak dari instansi satuan polisi pamong praja maupun pemerintah 

kabupaten Ogan Ilir sepertinya belum memberikan sentuhan kesetaraan gender 

dalam instansinya. Hal ini terlihat pada masih banyak terjadi ketimpangan yang 

didapatkan Satpol PP wanita Ogan Ilir, seperti pembagian kerja berdasarkan 

seksisme atau jenis kelamin yakni anggota Satpol PP wanita mendapatkan tupoksi 

kerja sebagai sekretaris, notulensi, admin bagian informasi yang dianggap 

merupakan pekerjaan ranah wanita. Selanjutnya ketimpangan mengenai 

partisipasi anggota Satpol PP wanita dalam partisipasi kerja dilapangan, 

dikarenakan beberapa anggota Satpol PP wanita ditempatkan pada bagian 

administrasi maka partisipasi untuk pekerjaan dilapangan didominasi oleh anggota 

laki-laki lalu anggota wanita sebagai pendamping dengan skala 2 dari 10 anggota 

yang dibentuk menjadi tim untuk lapangan adalah anggota wanita sehingga 

banyak anggota wanita bertumpuk pada bagian administrasi dengan jam kerja 

yang lama dari pada anggota laki-laki. Selanjutnya adalah kurangnya peran 

anggota wanita pada bagian penjabat dan kepala bagian struktur Satpol PP hanya 

satu anggota saja yang menjabat sebagai fungsional Satpol PP. 

Beberapa waktu lalu berita terbitan kabarrakyatsumsel.com Satpol PP 

wanita Ogan Ilir di indikasi menjadi kebijakan politis dengan aturan penggunaan 

jilbab merah karena ada instruksi lisan dari pimpinan, akan tetapi masyarakat 

menanggapinya hal tersebut terindikasi politik karena Plt. Bupati berasal dari 

partai merah, namun isu tersebut lansung ditanggapi oleh Kasatpol PP Akhmad 

fauzi bahwa tidak benar ada muatan politik pada perintah penggunaan jilbab 

bewarna merah. Keseharian bertugas tidak terjadi pembedaan antara satuan polisi 

pamong praja baik itu laki-laki dan wanita. Instansi Satpol PP belum melakukan 

peninjauan ulang pada SK bupati mengenai tugas, wewenang dan keanggotaan 



satuan polisi pamong praja yang masih merujuk pada Perda Bupati Ogan Ilir NO. 

9 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Ogan 

Ilir. Kendati demikian hal ini merupakan masalah yang dihadapi Satpol PP wanita 

selama berkerja jika melihat dari narasi mengenai kesetaraan gender dan hak-hak 

wanita (Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, 2019). 

Eksistensi mengenai Satpol PP wanita Ogan Ilir menjadi hal baru dalam 

masyarakat Ogan Ilir, selain sebagai pemberian nuansa baru pada pendekatan 

yang lebih persuasif dan humanis di masyarakat dengan adanya anggota wanita 

diharapkan mampu menghilangkan stigma kekerasan pada tindakan Satpol PP. 

keberadaan Satpol PP wanita juga menjadi pilihan baru bagi anak maupun orang 

tua untuk memilih lapangan pekerjaan.  

Selanjutnya dengan melihat dari persentase terhadap jumlah anggota 

Satpol PP wanita jika dibandingkan dengan laki-laki yang begitu minoritas yakni 

dengan jumlah 12% dari total keseluruhan anggota dan hanya 0,89% yang 

berstatuskan PNS menjadi barometer pagi peneliti tentang bagaimana keberadaan 

dan motiv dari anggota Satpol PP wanita tersebut untuk bekerja disana, lalu 

bagaimana pula asal ketertarikan mereka untuk memantapkan diri menjadi 

seorang Satpol PP wanita dengan jumlah pekerja yang sedikit tersebut, peneliti 

mencoba menyandingkan hal tersebut dengan eksistensi wanita pada lingkungan 

masyarakat. Selanjutanya dianalisis fenomena ini dengan teori feminisme, karena 

adanya indikasi eksistensi wanita untuk menjadi Satpol PP, lalu bagaimana 

pengaruh budaya patriarki yang ada di Ogan Ilir terhadap eksistensi tersebut, 

menjadi alasan untuk meninjau fenomena satuan polisi pamong praja wanita di 

Ogan Ilir dengan teori feminisme aliran eksistensial dari Satre dan Simone De 

Beauvoir. Feminisme merupakan teori dan pergerakan yang lahir dari dunia barat 

mengenai kesetaraan gender, oponen dari subordinasi, kesempatan dan perlakuan 

antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai 

makhluk sosial. Wanita berhak berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan seperti 

sosial budaya, ekonomi, politik dan Pendidikan serta hak yang sama dalam 

menikmati pembangunan (Rosemarie, 2006).  

  



Feminisme memberikan wanita gambaran mengenai bagaimana bangkit 

dari penindasan patriarki yang selama ini membatasi kebebasannya dalam 

menjalani peran kehidupan. Wanita yang selama ini hanya pada pilihan kedua dan 

dirumah saja mengurus segala kebutuhan suami, kini bisa untuk berkerja mencari 

nafkah, membantu perekonomian suami, bertukar peran dengan suami dalam 

mendidik dan merawat anak, menjadi kebanggaan keluarga karena bisa bekerja 

diusia muda, hal ini selaras dengan isu pengarus utamaan gender (PUG) yang 

diselenggarakan pemerintah melalui INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang pengarus 

utamaan gender dalam pembangunan nasional, tujuan akhir PUG adalah 

transformasi keadaan tidak setara antara wanita dan laki-laki dalam hak dan kodisi 

sosial menjadi setara bagi keduanya, serta terpenuhunya kebutuhan praktis dan 

strategis gender. 

 Bagaimana anggota Satpol PP wanita mampu dalam 

menjalankan profesi sebagai Satpol PP sekaligus peran tradisionalnya sebagai 

wanita yang berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, bagaimana 

motif mereka menjadi Satpol PP dan bagaimana pula penilaian dan pandangan 

masyarakat terhadap fenomena Satpol PP wanita ini, apakah orang tua setuju 

anaknya berkerja sebagai perangkat keamanan daerah, apakah kebijakan 

pemerintah terhadap Satpol PP wanita mebuat wanita yang memilih perkerjaan 

tersebut sejahtera dan apakah tidak ada pelanggaran hak dan kewajiban wanita. 

Berdasarkan dengan hal yang dijelaskan dalam latar belakang, peneliti 

mengangkat konsep tersebut sebagai objek penelitian skripsi dengan judul 

“Fenomena Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Ditinjau dari Teori Feminisme”. 

Penelitian mengenai Satpol PP secara personality bukan secara kinerja serta 

dikaitkan dengan teori maupun konsep yang ada masih jarang dipublikasi ataupun 

diteliti, namun ada beberapa penelitian yang sejalan serta relevan untuk dijadikan 

rujukan dalam penelitian nanti. 

 



1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasar pada latar belakang yang sudah diuraikan dan 

dijelaskan, Munculnya fenomena satuan polisi pamong praja wanita menjadi salah 

satu lapangan pekerjaan yang bisa diikuti oleh wanita untuk membantu 

perekonomian dan keluarga serta menjadikan wanita mandiri. Namun dari pada 

itu apakah wanita bisa dalam menjalankan perannya sebagai satuan polisi pamong 

praja, bagaimana dengan peran sebagai wanita di sektor domestik rumah tangga, 

bagaimana dengan budaya patriarki yang berlaku di Sumatera Selatan 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu dapat dirumuskan masalah 

penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana fenomena satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir ditinjau 

dari teori feminisme eksistensial ? 

2. Bagiamanakah eksistensi satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir dalam 

masyarakat kabupaten Ogan Ilir ? 

2.3.Tujuan Penelitian 

 Berdasar pada masalah yang dirumuskan untuk itu tujuan 

penelitian ini adalah untuk guna mengetahui tentang bagaimana bagaimana 

eksistensi satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir, dan bagaimana mengenai 

fenomena satuan polisi pamong praja wanita Ogan Ilir dalam perspektif teori 

feminisme eksistensial.  

 

  



1.4 Manfaat penelitian 

 Berdasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka 

akan terdapat beberapa manfaat penelitian, pada penelitan ini manfaatnya adalah: 

A. Secara teoretis 

1. Secara teoretis diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang 

peranan, data, implementasi aktual tentang feminisme dan fenomena 

Satpol PP wanita terutama Satpol PP wanita Ogan Ilir. 

2. Penelitian ini juga merupakan implementasi serta kajian lapangan dari 

mata kuliah Sosiologi Gender, Hubungan Ketenagakerjaan dan Teori 

Sosiologi Kritis. 

B. Secara praktis 

1. Memberikan pemahaman dan informansi kepada pembaca mengenai 

fenomena Satpol PP wanita yang kaitannya dengan teori feminisme. 

2. Bagi Satpol PP wanita Ogan Ilir ini merupakan moment untuk 

menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat tentang peran dan 

fenomena Satpol PP wanita. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan 

tinjauan serta referensi untuk memahami konsep dari teori feminisme 

dan peran wanita dalam bekerja di ruang lingkup masyarakat. 
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